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ABSTRAK

Judul Skripsi: Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria
Lahan Pertanian Di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten
Nagekeo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah Disusun oleh: Andry Said Kamil Nim. 2021110726

Konflik agraria terkait lahan pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa,
Kabupaten Nagekeo muncul akibat perbedaan kepentingan antara masyarakat
dengan pemerintah daerah mengenai pendistribusian lahan. Pemerintah Daerah
Kabupaten Nagekeo sebagai pemegang kewenangan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab
untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran
Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik agraria lahan pertanian di
Kelurahan Mbay I ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2. Faktor
apa saja yang menyebabkan pemerintah daerah menetapkan lahan di wilayah
Kelurahan Mbay I sebagai lahan pertanian.

Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis
sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta
dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo memiliki peran
penting dalam penyelesaian konflik agraria melalui mekanisme pemberian izin
lokasi, pengadaan tanah, mediasi sengketa, hingga redistribusi lahan. Namun
implementasi kebijakan sering kali tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan
masyarakat sehingga menimbulkan penolakan dan aksi protes. (2) Faktor
penetapan lahan pertanian di Kelurahan Mbay I antara lain: dasar historis lahan
eks-proyek pertanian, kebijakan ketahanan pangan daerah, rencana tata ruang
wilayah, serta kepentingan pemerintah dalam pendayagunaan aset negara.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah
melaksanakan kewenangannya sesuai kerangka hukum, namun efektivitas
penyelesaian konflik agraria di Kelurahan Mbay I belum maksimal karena
dipengaruhi lemahnya komunikasi, kurangnya transparansi, serta belum
terakomodasinya hak dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Konflik Agraria, Lahan Pertanian,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.



ABSTRACT

Thesis Title: Role Of Local Government In Resolving Agrarian Conflicts
Over Agricultural Land In Mbay I Village, Aesesa District, Nagekeo Regency,
In The Perspective Of Law Number 23 Of 2014 On Local Government
Prepared by: Andry Said Kamil Nim. 2021110726

Agrarian conflicts over agricultural land in Mbay I Village, Aesesa District,
Nagekeo Regency arise from differing interests between the local community and
the regional government regarding land distribution. The Nagekeo Regency
Government, as the authority under Law Number 23 of 2014 on Regional
Government, holds the responsibility to address and resolve such conflicts.

The research problems are: 1. How is the role of the local government in resolving
agrarian conflicts over agricultural land in Mbay I Village based on Law Number
23 of 2014. 2. What factors drive the local government to designate land in Mbay
I Village as agricultural land.

This study employs empirical legal research with a socio-juridical approach. Data
were collected through interviews, field observations, and documentation, then
analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that: (1) The
Nagekeo Regency Government plays a significant role in conflict resolution
through mechanisms such as granting location permits, land acquisition, dispute
mediation, and land redistribution. However, the implementation often deviates
from prior agreements with the community, resulting in resistance and protests.
(2) Factors behind the designation of agricultural land in Mbay I include the
historical background of former agricultural projects, regional food security
policies, spatial planning regulations, and the government’s interest in managing
state-owned assets.

This study concludes that although the local government has exercised its
authority in accordance with the legal framework, the effectiveness of conflict
resolution in Mbay I Village remains limited due to weak communication, lack of
transparency, and insufficient accommodation of community rights and
aspirations.

Keywords: Local Government, Agrarian Conflict, Agricultural Land, Law
Number 23 of 2014.
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